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	ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan fenomena meningkatnya jumlah kasus peceraian, kususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi. Oleh karena itu   melalui penelitian ini ingin diungkapkan bagaimana karakteristik pasangan suami istri yang mengajukan  cerai gugat;   faktor-faktor apa yang menyebabkan  pengajuan cerai gugat, dan   bagaimana   akibat hukum terhadap pengasuhan anak dan harta bersama dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukan; 1) pada umum karakteristik dari pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat,   menikah pada usia yang relatif muda, dan perceraian   terjadi  pada rentang usia perkawinan 1-5 tahun, dan semakin lama  usia perkawinan cenderung terus menurun jumlah perceraian yang terjadi, serta berpendidikan setingkat SMA.  2) Terdapat 6 faktor dominan yang mendorong seorang  istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi, yaitu : a) Penelantaran;   b)Suami selingkuh; c)Kekerasan; d) Cemburu; e)Suami tidak jujur ; f) Suami pejudi dan  minum-minuman keras.  Di samping keenam faktor tersebut terdapat satu faktor yang menjadi  penentu, yaitu adanya kesadaran bagi istri akan hak-haknya sebagai istri dan sebagai individu  yang berhak untuk diperlakukan  secara adil, dalam keluarga serta hak seorang istri sebagaimana dijamin oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan gugatan cerai. 3) Hanya sedikitnya putusan cerai yang memuat tentang anak.   Begitu juga  dengan harta bersama,  sangat jarang putusan cerai  yang muat gugatan pembagian  harta bersama.    Akibatnya    menimbulkan  ketidakpastian hukum mengenai status pengasuhan anak dan harta  bersama  setelah terjadi perceaian


I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar  perbuatan perdata semata, melainkan merupakan ikatan suci  yang terkait dengan keyakinan dan keimanan Kepada Allah, dengan tujuan   untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan warrahmah (saling mengasihi),
. Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.  Jadi dalam perkawinan terkait dua dimensi, yaitu dimensi hubungan sesama manusia dan dimensi hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Meskipun perkawinan itu dimaksudkan untuk kekal dan abadi, namun dalam realitanya masih ditemui suatu  perkawinan tidak mampu mencapai tujuan yang mulia sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri, dan diamanatkan  dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkadang yang terjadi justru  sebaliknya,  dalam suatu perkawinan terjadi konflik keluarga yang yang berkepanjangan yang berakibat  pada terjadinya perceraian.  

 Berkenaan dengan tatacara pengajuan perceraian,sebagaimana diatur dalam   Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, Pasal 14 sampai 36. Tentang Perkawinan memberi kedudukan yang sama bagi suami maupun istri, masing-masing memiliki hak untuk  mengajukan perceraian.  Sehubungan dengan hal tersebut maka   dalam pengajuan perceraian dikenal dua macam proses perceraian,  yakni :

1. Cerai talak, yaitu cerai atas kehendak suami yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama. 

2. Cerai gugat,  adalah cerai yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas  pengaduan istri.

Kenyataanya, dari kedua macam jenis perceraian tersebut, sebagian besar cara perceraian yang ditempuh adalah cerai gugat.   Keadaan di Provinsi Jambi pada tahun 2004 menunjukkan, dari 1278 kasus perceraian, cerai talak sebanyak 295 kasus (23%), sedangkan cerai gugat sebanyak 983 kasus (77%).
   Kondisi yang hampir sama juga di temui  di Kota Jambi.       Pada tahun 2005 dari 402 kasus perceraian 282 kasus ( 71,6%)  merupakan cerai gugat sedangkan sisanya 114 kasus  ( 28,3%)  cerai talak.
  

Masih tingginya angka perceraian di satu sisi menandakan masih banyaknya jumlah pasangan suami istri yang gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Namun dari sisi yang lain, bahwa tingginya angka perceraian, khusunya cerai gugat juga menunjukan, bahwa pasangan suami istri, khususnya istri ingin segera lepas dari belenggu masalah  perkawinan. Hal ini menunjukan bahwa suatu perceraian terjadi karena berbagai faktor, yang akhirnya mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai. 
Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum,  sudah tentu menimbulkan akibat hukum, baik bagi bekas suami, bekas istri dan anak-anak serta harta benda yang diperoleh selama perkawinan.  Oleh karena itu dengan terjadinya perceraian bukan hanya berakibat pada putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri, tapi juga menimbulkan konsekuensi hukum lain berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak yang terikat dengan keputusan perceraian.    Berkenaan dengan hal ini, sering pula menjadi bahan perselisihan bagi pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Bahkan permasalahan ini masih terus berlangsung setelah putusan cerai ditetapkan.  

1.2. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari pengantar masalah  sebagaimana di uraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini  dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik pasangan suami istri yang mengajukan  cerai gugat di Pengadilan Agama  Kota Jambi?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama  Kota Jambi?

3. Bagaimana  akibat hukum  terhadap anak dan harta bersama dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap masalah cerai gugat ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan karakterisitik pasangan suami istri yang mengajukan  cerai gugat di Pengadilan Agama  Kota Jambi?

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan  pengajuan cerai gugat  di Pengadilan Agama Jambi.

3. Untuk mengetahui   akibat hukum terhadap pengasuhan anak dan harta bersama dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian 

 Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber informasi bagi akademisi maupun bahan perbandingan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan berkenaan dengan masalah perceraian pada umumnya dan cerai gugat pada khusunya.. 

2. Secara praktis   hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum,  pemerintah,  lembaga peradilan  masyarakat sendiri dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti LSM  sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka  menekan  tingginya jumlah perceaian.

1.5.  Metode Penelitian

 Penelitian di lakukan dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (Socio Legal Research).  Dengan  pendekatan penelitian tersebut, maka tidak saja  meneliti aspek normatif yang berkenaan dengan perceraian, tapi juga meneliti aspek sosio legal yang menyebakan  perceraian, khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi.       
 Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, yaitu Kota Jambi.   Populasi dalam penelitian ini adalah  kasus   cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Jambi  selama  tahun 2001 – 2005.  Tidak semua kasus diteliti, namun hanya diambil 50 kasus dari 1365 di ambill dari tahun 2001-2005 sebagian sebagai sample. Pengambilan sample dilakukan   dengan cara acak (systematic random sampling). Dengan memperhatikan jumlah masing-masing pertahun (proporsional).  Untuk mendukung hasil kajian terhadap kasus cerai gugat dilakukan juga penelitian terhadap 10 responden yang mengajukan cerai gugat,   advokat yang mewakili penggugat 1 orang, dan Hakim Pengadilan agama 3 orang. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini   berupa data primer dan data skunder. Pengumpulan data skunder  dilakukan  melalui studi ke pustakaan dan mengkaji dokumen-dokumen terkait. Sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen   pedoman wawancara tidak terstruktur. 

Analisis data dilakukan setelah semua bahan  dianggap cukup memadai oleh peneliti. Sehingga data diolah dari semua bahan dan data tersebut dikumpulkan dan di pilih kemudian dipilah-pilah dan  diambil mana yang berkaitan dengan kasus cerai gugat kemudian diklasifikasikan. Hasil dari klasifikasi tersebut kemudian di sajikan dalam bentuk tabel dan narasi.  Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu membuat penafsiran terhadap data yang telah diolah dan dihubungkan dengan kerangka teoritis serta kerangka konseptual yang dirumuskan kemudian kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian.

II. PEMBAHASAN

2.1. Gambaran Umum Pasangan Suami Istri Yang Mengajukan  Cerai Gugat di Pengadilan Agama  Kota Jambi
Perkawinan dan perceraian  merupakan fenomena sosial yang bersifat universal, yang dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di Kota Jambi.   Mengenai perkembangan perkara perceraian di Kota Jambi selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut ini.

Tabel  1.

Perkembangan Jumlah Kasus cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tahun 2001-2005

	No
	Jenis Perkara Cerai
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Jumlah
	%

	1
	Cerai Thalak
	105
	88
	92
	95
	114
	494
	27

	2
	Cerai Gugat
	225
	255
	264
	333
	288
	1365
	73

	Jumlah
	330
	313
	356
	428
	402
	1859
	100


Sumber : Pengadilan Agama Kota Jambi tahun 2006
Berdasarkan   gambaran data di atas menunjukkan,  bahwa secara keseluruhan ada kecenderungan peningkatan kasus perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Jambi. Selain itu, dari keseluruhan jumlah kasus perceraian tersebut, di antara cerai talak dan cerai gugat, jumlah   cerai gugat jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 73%. Sedangkan cerai talak hanya sebasar 27%.  Tingginya prosentase angka cerai gugat menunjukkan, bahwa inisiatif cerai datang dari pihak perempuan atau istri. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai hal ini terlebih dahulu digambarkan karakteristik dari kasus perceraian. Khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi sebagaimana diuraikan berikut ini. 
1. Usia  Saat  Menikah dan bercerai
Umur seseorang sangat menentukan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, termasuk dalam melakukan perkawinan maupun perceraian. Oleh karena itu faktor umur penting didalam pembicaraan persoalan perkawinan dan perceraian. 

Berkenaan dengan usia   saat menikah sebagian besar tergolong pada usia muda, yaitu berkisar antara 16-20 tahun (50%).   Pada usia ini meskipun menurut UU Perkawinan telah memenuhi syarat untuk menikah, namun dari sisi fisik dan fisikhis sebenarnya belum cukup siap untuk menikah.  Sedangkan usia saat bercerai relatif menyebar mulai pada rentang usia 16-20 sampai dengan usia di atas 40 tahun, dengan angka tertinggi  pada rentang usia 36-40 tahun (28%). Hal ini menandakan bahwa usia perkawinan yang dijalani ada yang berjalan singkat namun ada pula yang cukup panjang, namun kebanyakan berkisar antara 10-15 tahun.   Hal yang hampir sama juga ditemui pada umur suami,   pada umumnya umur suami yang menikah pada rentang usia 19-24 tahun (40%) dan usia 25-30 tahun (40%), Disusul kemudian pada usia 31-36 tahun (18%). Sedangkan yang menikah pada usia dia atas 36 tahun hanya 2%.  
 Dari gambaran di atas terlihat, bahwa rata-rata usia istri waktu bercerai lebih tua dibanding dengan rata-rata usia suami. Hal ini manarik untuk dianalisis. Berdasarkan hasil studi kasus dan wawancara dapat diketahui, bahwa hal ini terjadi karena  pada umumnya istri  masih lebih sabar untuk berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya. Istri masih mengharapkan agar si suami kelak berubah menjadi lebih baik lagi. Sehingga istri selalu menunda-nunda niatnya untuk mengajukan gugatan cerai. Namun setelah sekian lama harapan itu tidak dapat juga diwujudkan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah mengajukan gugatan cerai. Faktor lainnya adalah karena pada umumnya istri tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tindakan ketergantungannya dengan suami cukup tinggi, sehingga istri merasa khawatir akan terlantar jika bercerai. 

 Berkenaan dengan selisih usia suami istri, sebagian besar (30%) bekas suami lebih tua 5 tahun dibanding usia bekas istri. Selisih umur ini dilihat dari sisi budaya daerah setempat sebenarnya  merupakan jarak usia yang ideal, namun faktanya terjadi juga perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor selisih umur laki-laki yang lebih tua bukanlah penentu dalam mewujudkan keluarga yang kekal.  
2. Lama Perkawinan yang dijalani 

Mengenai lamanya perkawinan yang  dijalani  oleh  suami dan  istri sebagian besar berada pada rentang usia perkawinan 1-5 tahun (32%) dan terendah pada rentang usia perkawinan di atas 20 tahun (10%). Dengan demikian ada kecenderungan  bahwa perceraian tertinggi terjadi  pada rentang usia perkawinan 1-5 tahun, dan semakin lama rentang perkawinan, cenderung terus menurun jumlah perceraian yang terjadi.  Hal ini dapat dikaitkan dengan semakin tua usia seorang semakin matang dan arif dalam mengantasi permasalahan dalam keluarga.
3. Pekerjaan   
  Suami  kebanyakan bekerja di sektor swasta, yang mencapai 30 orang suami  (60%), PNS   5 orang  (10%),   buruh  5 orang (10%),  sopir dan tani   masing-masing hanya 2 orang. Sedangkan yang tidak bekerja  mencapai 6 orang (12%).  Pekerjaan berkaitan erat dengan penghasilan. Berdasarkan kasus yang dianalisis kebanyakan suami memang pada kelompok yang berpenghasilan rendah. Hal ini pula yang akibatnya memicu keratakan rumah tangga. Sedangakan istri kebanyakan hanya sebagai ibu rumah tangga   (76%) ,bekerja di sektor swasta mencapai 6 orang (12%) , sedangkan PNS mencapai 5 orang (10%) sedangkan pada sektor buruh hanya sedikit sekali yaitu 1 orang (2%)  orang.   Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan istri terhadap suami menjadi tinggi, sehingga perceraian akan menjadi masalah besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini pula yang membuat  kebanyakan istri masih memilih menunda-nunda untuk bercerai meskipun masalah rumah tangganya sudah cukup berat.      

Aspek lain yang cukup penting untuk dapat mengungkap secara lebih utuh tentang latar belakang status sosial pasangan suami istri yang bercerai adalah status pendidikan. Namun sayangnya dalam putusan hakim Pengadilan Agama hal ini tidak dicantumkan. Sehingga penulis kesulitan untuk mengetahui tingkat pendidikan suami istri yang bercerai. Namun dari hasil wawancara penulis terhadap istri yang mengajukan gugat cerai dapat diketahui, bahwa tingkat pendidikan mereka rata-rata adalah tamat SMA.   
2.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jambi.

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1 tersebut di atas, bahwa jumlah   cerai gugat jauh lebih tinggi dibanding cerai talak. Tingginya presentase angka cerai gugat tersebut menunjukkan, bahwa inisiatif cerai datang dari pihak perempuan atau istri. Persoalannya adalah mengapa justru istri yang lebih banyak mengajukan cerai dan bagaimana akibat hukum dengan terjadinya perceraian tersebut?  Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 50 kasus yang telah diputus di Pengadilan Agama Kota  Jambi diperoleh gambaran sebagaimana ditampilkan dalam tabel 9 berikut ini

Tabel 2
 Faktor-faktor Penyebab  Pengajuan Cerai Gugat

	No
	Faktor Penyebab
	Frekunsi Kasus Pertahun
	Jumlah
	%

	
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	
	

	1
	Penelantaran
	4
	3
	1
	4
	5
	17
	34

	2
	Suami Selingkuh
	4
	3
	3
	2
	2
	14
	28

	3
	Suami melakukan Kekerasan dalam rumah tangga
	-
	2
	4
	3
	2
	11
	22

	4
	Suami pencemburu
	1
	1
	1
	1
	-
	4
	8

	5
	Suami sering Tidak Jujur
	1
	1
	1
	-
	-
	3
	6

	6
	Suami penjudi dan peminum minuman keras
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2

	Jumlah
	50
	100


Sumber : Pengadilan Agama Jambi, data di diambil tahun 2006

Berdasarkan data dalam Tabel 2 di atas, diperoleh gambaran adanya 6 faktor dominan yang menyebabkan seorang  istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi. Dari sejumlah faktor tersebut, yang terbanyak adalah  karena penelantaran, yang mencapai 17 kasus atau 34%, disusul kemudian karena suami berselingkuh sebanyak 14 kasus atau 28%, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 11 kasus atau 22%. Faktor lainnya relatif kecil, yaitu diakibatkan suami pencemburu sebanyak 4 kasus atau 8%, suami sering tidak jujur 3 kasus 6%,  suami penjudi dan peminum minuman keras sebanyak 1 kasus atau 2%.  
1. Faktor Penelantaran.

Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No 9 Tahun 1975. Istilah ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.  Dalam Pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004,  disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Secara substansial istilah penelantaran ini memiliki padanan makna dengan apa yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf  b PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

 Dilihat dari sisi perspektif teori kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana difahami, bahwa   bentuk kekerasan terhadap perempuan, jika dibuat pemilahan, maka perempuan mengalami kekerasan dalam tiga area. Pertama, area keluarga (domestik, privat), yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan, pembunuhan, penganiayaan, pengendalian alat produksi; kekerasan psikhis/emosional, meliputi: penghinaan, pengurungan, perkawinan paksa; Kekerasan ekonomi, di anrtaranya tidak memberi nafkah kepada istri dan penelantaran terhadap istri serta anak-anak,  maka pada kasus di atas bukan sekedar penelantaran tapi juga telah mamasuki wilayah kekerasan dalam rumah tangga.

2.  Faktor suami selingkuh

Meskipun di dalam undang-undang perkawinan, begitu juga menurut Kompilasi hukum Islam, seorang laki-laki  dapat beristri lebih dari satu orang asal dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan, namun tidak sedikit ditemui kasus di mana seorang suami yang sudah beristri   menjalin hubungan layaknya suami istri. Dikatakan demikian karena dalam kasus selingkuh pada umumnya meskipun menikah, maka pernikahan itu dilakukan tanpa mengikuti persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  Atau malah pasangan seperti ini belum  diikat  dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu maka selingkuh merupakan perbuatan yang  sangat merusak ikatan perkawinan. 
Berdasarkan gambaran kasus yang diteliti, terlihat bahwa selingkuh yang dilakukan oleh suami  merupakan dasar utama untuk diajukannya gugatan cerai oleh istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun PP No. 9 tahun 1975,   tidak menyebut dengan tegas  selingkuh sebagai alasan yang dapat diajukan sebagai  dasar untuk mengajukan perceraian. Namun jika dapat disamakan dengan pengertian “zina” hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a  PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “salah satu pihak berbuat zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” . Namun yang pasti akibat terjadinya selingkuh   itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga  ada yang diikuti  dengan penelantaran. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan cerai haruslah cukup alasan yang dapat di jadikan dasar untuk  mangajukan cerai gugat. 
3. Faktor Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab kedua terbanyak dalam kasus pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya merupakan perbuatan yang  tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu hal ini merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam   Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf  d  PP No. 9 tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeniayaan berat yang membahayakan pihak lain”. 

Kompilasi Hukum Islam maupun PP No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “kekejaman atau pengeniayaan berat”, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dikenal dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 UU ini disebutkan, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih luas karena tidak saja kekerasan fisik  seperti yang dimaksud dalam   Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf  b PP No. 9 tahun 1975,  tapi juga meliputi kekerasan fisikhis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan kasus tersebut menurut Sita Aripurnami, di lihat dari latar belakangnya, kekerasan terhadap perempuan lahir karena perempuan dilihat dan di kaitkan dengan lingkup privat (keluarga). Beberapa bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan istri dan pelecehan seksual menggambarkan anggapan ini. Selama masyarakat melihat bentuk kekerasan ini sebagai bagian dari lingkup privat, maka hukum tidak pernah akan membongkar perilaku ini.
  
3. Faktor Suami pencemburu.

Salah satu unsur penting untuk dapat mencapai  kehidupan rumah tangga yang bahagia  dan sejahtera adalah  adanya saling percaya antara suami dan istri. Oleh karena itu ketika rasa saling percaya ini mulai hilang diantara pasangan suami istri, maka yang muncul kemudian adalah saling curiga yang terwujud dalam bentuk rasa cemburu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa “cemburu itu tandanya cinta”, tidak selamanya benar. Hal ini ketika rasa cemburu itu berlebihan yang kemudian berubah dengan rasa curiga yang menganggap istri melakukan suatu yang tidak benar, maka yang muncul kemudian adalah pertengkaran yang berkelanjutan. 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun PP No. 9 tahun 1975,  rasa cemburu bukanlah merupakan faktor yang dapat diajukan sebagai  alasan untuk mengajukan perceraian. Meskipun demikian persoalnnya bukan selesai pada rasa cemburu. Karena rasa cemburu itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga  ada yang diikuti  dengan penelantaran bahkan kekerasan terhadap istri. Hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f  PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Oleh karena itu cemburu yang berlebihan dapat dipandang sebagai faktor penyebab terjadainya cerai gugat.

5. Faktor Suami Sering Tidak Jujur.

Faktor kejujuran memegang peran penting dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu ketika salah satu pihak baik  suami maupun istri berlaku tidak jujur, dan ketidak jujuran itu diketahui oleh salah satu pihak, maka dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Ketidak jujuran suami telah menimbulkan akibat ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Meskipun ketidak jujuran tidak sebut sebagai syarat yang dapat diajukan sebagai alasan mengajukan cerai, sebagai mana diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dampak dari ketidak jujuran itu membawa pertengkaran terus menerus serta dampak lainnya seperti suami meninggalkan istri, maka hal inilah yang dijadikan sebagai dasar  untuk mengajukan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f  PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
6. Faktor Suami Penjudi Dan Peminum Minuman Keras

Judi merupakan penyakit masyarakat yang juga berdampak pada kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah di dalam  Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975  judi merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan  kasus yang dipelajari terlihat bahwa akibat suami yang penjudi mengakibatkan  cekcok dan pertengkaran, bahkan lebih jauh lagi perekonomian keluarga menjadi sulit. Dalam kasus ini perilaku tergugat sulit disembuhkan terbukti dari kenyataan bahwa meskipun sudah dipindahkan ke kota lain namun kegemaran berjudi dari tergugat juga tidak berubah. Oleh karena itu dalam kasus ini memang sudah cukup alasan untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a  PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, “salah satu pihak berbuat zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” 

 Dari uraian di atas terbukti bahwa faktor penyebab  cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Jambi itu kompleks atau multi faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosmidah maupun Sofia Kartika, sebagaimana diuraikan pada kerangka teori, bahwa umumnya alasan yang dikemukakan perempuan dalam mengajukan perceraian, selain alasan ketidakcocokan adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.    Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi (uang belanja rumah tangga), menolak untuk berhubungan seksual, suami selingkuh, cemburu, dan ingin kawin lagi.

Kenyataan Pada kasus cerai gugat di atas menunjukan, bahwa berbagi faktor penyebab tersebut hanyalah sebagai alasan atau motivasi saja. Adapun yang menjadi faktor penentu adalah adanya kesadaran bagi istri akan hak-haknya sebagai istri dan sebagai individu  yang berhak untuk diperlakukan  secara adil, dalam keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Saparinah Sadli, bahwa pengetahuan jender dipandang sebagai faktor yang berpengaruh dalam menentukan keputusan perempuan, persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadarannya, keterampilannya dan membentuk pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. 
2.3. Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Anak dan Harta Bersama

2.3.1. Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Anak

Apabila dalam suatu perkawinan telah memperoleh anak, maka bila terjadi perceraian antara suami istri, maka hal ini akan berdampak terhadap perkembangan psikoligis anak. Hal ini terutama jika anak-anak tersebut masih belum dewasa.   UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur secara ketat mengenai status anak jika terjadi perceraian.  Persoalannya bagaimana dalam pelaksanaannya, khususnya dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi. Untuk menjawab persoalan ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 

Berdasarkan isi gugatan maupun isi putusan pengadilan terhadap  kasus cerai gugat di Kota Jambi hanya sebagian kecil saja memuat tentang status anak, yaitu dari 50 kasus yang diteliti hanya  5  (10%) kasus yang secara tegas memuat materi tentang anak. Sedangkan selebihnya tidak ada menyinggung soal anak, baik berkenaan dengan hak pengasuhan maupun kewajiban memberi nafkah.  
Keputusan tersebut jika ditinjau dari sisi perlindungan terhadap anak maupun terhadap wanita sebagai ibunya jelas kurang memberikan kepastian. Karena nantinya jadi sulit bagi ibu dan anak untuk menuntut kepada ayahnya. Padahal secara tegas Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974   menetukan kewajiban ibu dan bapaknya terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:    

a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan sianak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan Keputusannya.

a. Bapak yang bertangung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut.

b. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Begitu pula berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 

Konsekuensi dari keputusan tersebut maka beban pemeliharaan anak akan ditanggung sendiri oleh ibunya.  Hal ini jelas akan dirasakan berat sekali oleh ibunya. Apalagi jika dilihat dari latar belakang pekerjaan ibunya yang pada umumnya hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap.  

Meskipun telah ada putusan pengadilan tentang kewajiban ayahnya untuk memberi biaya pengasuhan pada anak, dalan kenyataannya tidak dapat terlaksana dengan mudah. Hal ini terungkap dari hasil wawancara terhadap seorang yang melakukan cerai gugat yang bernama Lilis.   Menurut Lilis,
   meskipun telah diputus oleh pengadilan    nafkah anak ditanggung oleh bekas suami,  namun suami  dalam prakteknya sang suami terkadang sukar untuk melaksanakan hal tersebut. Beruntung karena istri (pengugat)  masih bekerja walaupun dengan gaji  kecil masih mampu  untuk membiayai kehidupan anaknya.    

Mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak  diserahkan kepada ibunya sebagaimana terlihat dalam kelima putusan pengadilan di atas, adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam,  sebagaimana diatur dalam Pasal   156, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. 

Persoalan selanjutnya adalah berkenaan dengan sedikitnya putusan cerai yang memuat tentang anak. Mengenai hal ini menurut   Hardinal
, ada beberapa penyebab. Pertama, antara para pihak sebelum bercerai telah ada kesepakatan tentang hak pengasuhan serta beban biaya pemeiliharaan. Kedua, dalam perkawinan  mereka memang tidak dikaruniai anak. Ketiga, anak-anak mereka sudah dewasa, sehingga tidak memerlukan pengasuhan lagi.

Berdasarkan analisis di atas,  terlihat bahwa ketentuan tentang kewajiban orang tua yang bercerai terhadap anak tidak selalu dituangkan dalam putusan pengadilan.  Hal ini dapat berakibat pada kurangnya kepastian hukum terhadap status hukum pengasuhan anak, yang dapat pula mengurangi perlindungan hukum terhadap anak dari keluarga yang bercerai. 
4.3.2. Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Harta Bersama

 Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,  bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.  Dalam  penjelasan Pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum Agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam kompilasi hukum Islam. 

Meskipun didalam aturan hukum perkawinan mengenai harta ini telah jelas akibat hukumnya, namun  dalam kenyataannya masalah harta dapat menimbulkan permasalahan  yang rumit.  Untuk mengetahui mengenai akibat hukum dari harta bersama dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi, lebih lanjut diuraikan di bawah ini.

Kenyataan yang  terjadi 50 kasus yang dipelajari  hanya ada satu gugatan maupun putusan hakim Pengadilan Agama Jambi yang materi putusannya muatan  tentang harta, yaitu Putusan No. 235/Pdt.G/2004/PA. Jb. Dalam putusan ini penggugat Hj. Kamaliana Binti Kamaluddin, umur 57 tahun. Suaminya bernama H. Muchti harahap berumur 60 tahun pegawai negeri sipil (PNS).  
Berkenaan dengan hubungan dengan harta bersama ini yang menjadi pesoalan sedikitnya jumlah putusan yang memberi penetapan terhadap harta bersama, hal inilah yang  dapat menimbulkan ketidak pastian terhadap status hukum harta bersama. Sehubungan dengan hal ini, dari hasil wawancara terhadap  Idiawati,
 dan Abdan Hubban,
 Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi diperoleh keterangan bahwa masalah harta bersama sedikit sekali para pengugat mengajukannya karena memang masalah harta ini sulit sekali bagi para pihak untuk membuktikan. Karena selama ini yang mengajukan perceraian yang disertai dengan penuntutan harta bersama prosesnya cukup panjang dan memakan waktu yang tidak sedikit. Maka dari pengadilan menerapkan bagi para pihak yang akan melakukan perceraian hendaknya janganlah disertai dengan penuntutan harta bersama hal ini tujuan untuk menjaga agar jangan sampai para pihak terlantar karena gara-gara mengurus masalah harta sementara perceraian yang ajukan beriringan dengan penuntutan harta seringkali membuat para pihak menjadi terbengkalai urusan perceraiannya. 

Jadi pihak hakim pengadilan berinisiatif  bagi para pihak yang akan melakukan perceraian hendaknya mereka dalam pengajuan gugatannya satu –satu  agar dapat di putuskan satu-persatu. Untuk mencegah jangan sampai proses perceraiannya terlantar dikarena penuntutan hartanya belum selesai maka penuntutan masalah perceraiannya pun menjadi terbengkalai dibuatnya.  

Berkenaan dengan hal tersebut lebih lanjut  menurut Hardinal, Hakim Penagdilan Agama Kota Jambi,   kebijakan pemisahan gugatan cerai dan gugatan pembagian harta bersama dilakukan agar mereka dapat dengan mudah melakukannya perceraiannya. Sedangkan dari hasil wawancara dengan    Tutik
,  dan Isnawati, 
 yang mengajukan perceraian ke pengadilan tersebut  menyatakan, bahwa   dia tidak memikirkan soal harta bersama karena yang  penting baginya adalah  bagaimana proses perceraian cepat selesai, sehingga cepat keluar dari masalah kekerasan dalam keluarga. 

Berkenaan dengan hal  pembagian harta bersama ini, selain alasan tersebut diatas dari hasil wawancara terhadap  penggugat  Rogayah,
 dan Maryani,
   yang telah becerai dengan cara cerai gugat, serta  mereka memang tidak mengajukan gugatan harta bersama dalam gugatan cerai disebabkan memang mereka tidak memiliki harta yang pantas digugat. Selain itu menurut Mualimin, Advokat yang biasa menangani kasus cerai gugat, tidak dimuatnya materi harta bersama itu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama sebelum cerai antara penggugat dan tergugat sudah ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama. Kedua untuk menghindari berlarut-larunya sidang gugatan cerai. 

Berkenaan dengan  hal tersebut,  menurut Elli.
 dan Marliani
 sebelumnya antara  mereka dan bekas suaminya telah diperoleh kesepakatan  mengenai pembagian harta bersama.

Berdasarkan gambaran di atas, tidak dimuatnya  harta bersama dalam putusan cerai lebih banyak karena faktor prosedural peradilan. Dalam arti bahwa hal itu dilakukan untuk kelancaran proses. Karena pengajuan pembagian harta membutuhkan bukti-bukti yang cukup rumit, sementara keluarga yang akan bercerai itu sudah didesak oleh konflik kelurga yang mendesak untuk diputuskan. Selain itu juga harta yang di sebabkan karena telah ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat terhadap pembagian harta bersama, di samping itu juga yang dikarenakan memang tidak memiliki  harta bersama  yang layak untuk diajukan gugatan. Namun akibat dari tidak adanya ketetapan mengenai harta bersama ini, dari sisi kepastian hukum juga menjadi masalah apalagi jika setelah cerai kemudian tidak diajukan pembangian harta bersama ke pengadilan. 
III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang diajukan pada bab   sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum karakteristik dari pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi, menunjukan: 
a. Baik istri mapun suami menikah pada usia yang relatif muda, sehingga belum cukup siap untuk menghapi masalah keluarga.
b. Pada umumnya perceraian   terjadi  pada rentang usia perkawinan 1-5 tahun, dan semakin lama  cenderung terus menurun jumlah perceraian yang terjadi.
c. Pasangan suami  istri yang bercerai pada umumnya berpendidikan stingkat SMA.   
2. Berdasarkan kasus yang dipelajari dan wawancara terhadap responden, diperoleh gambaran adanya 6 faktor dominan yang mendorong seorang  istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jambi, yaitu : a) Penelantaran;   b) Cemburu; c) Selingkuh; d) suami tidak jujur; e) Kekerasan; f) suami pejudi dan minum-minuman keras.                                         

Di samping keenam faktor tersebut terdapat satu faktor yang menjadi  penentu, yaitu adanya kesadaran bagi istri akan hak-haknya sebagai istri dan sebagai individu  yang berhak untuk diperlakukan  secara adil, dalam keluarga serta hak seorang istri sebagaimana dijamin oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan gugatan cerai.
3. Hanya sedikitnya putusan cerai yang memuat tentang anak.  Hal ini disebabkan oleh a) Antara para pihak sebelum bercerai telah ada kesepakatan tentang hak pengasuhan serta beban biaya pemeiliharaan; b) Dalam perkawinan  mereka memang tidak dikaruniai anak, dan c) Anak-anak mereka sudah dewasa, sehingga tidak memerlukan pengasuhan lagi. 

Sedangkan terhadap harta bersama,  sangat jarang putusan cerai  yang muat gugatan pembagian  harta bersama.   Hal ini disebabkan   oleh beberapa faktor, yaitu : a)  kepentingan  kelancaran proses perceraian. Karena pengajuan pembagian harta membutuhkan bukti-bukti yang cukup rumit, sementara keluarga yang akan bercerai itu sudah didesak oleh konflik kelurga yang mendesak untuk diputuskan; b) Telah ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat terhadap pembagian harta bersama; c)   Tidak memiliki  harta bersama  yang layak untuk diajukan gugatan.  Akibat tidak adanya ketetapan mengenai harta bersama ini, dapat menimbulkan  ketidakpastian hukum mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceaian.   

3.2. S a r a n

1. Masih kecilnya jumlah putusan cerai gugat yang mencantumkan tentang pengasuhan terhadap anak dapat berakibat pada kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari kelurga yang bercerai. Oleh karena itu sedapat mungkin putusan hakim mengenai perceraian menetapkan kewajiban bapak ibunya secara tegas  dan rinci terhadap pengasuhan anak.

2. Meskipun penggabungan gugatan cerai dengan pembagian harta bersama  berakibat pada lamanya penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama, namun dengan tidak memasukan gugatan harta bersama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap harta bersama yang berlarut-larut. Oleh karena itu perlu dalam keputusan cerai hendaknya disertai adanya kepastian terhadap  pembagian harta bersama.
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